Abstrak

Nasrul Hamzah Jaelani (1133050115) : Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban
Tindak Pidana Cybercrime Illegal Content Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung
Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”.

lllegal Contents Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau
informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat
diangap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Bentuk tindak
pidana cybercrime jenis ini tergolong pada situs bermuatan negatif, termasuk pula
dalam kasus penghinaan dan pencemaran nama baik yang berisikan perkataan yang
kasar dan tidak etis. Ketentuan mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik
diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi
elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan Penghinaan /
Pencemaran Nama Baik”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1). Kedudukan korban
dalam tindak pidana cybercrime illegal content di wilayah hukum Polrestabes
Bandung, (2). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana cybercrime
illegal content menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik, (3). Upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung dalam
menanggulangi adanya korban tindak pidana cybercrime illegal content di kota
Bandung.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis
dengan metode pendekatan yuridis normative, data diperoleh dari hasil penelitian
studi pustaka dan penelitian lapangan, penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum
Polrestabes Bandung.

Hasil penelitian menunjukan bahwa; (1) Kedudukan korban dalam tindak
pidana cybercrime illegal content adalah sebagai pelapor yang merasa telah
dirugikan secara hukum dan kebanyakan korbannya adalah perempuan yang
bekerja sebagai karyawan swasta, (2) Dalam perlindungannya, Undang-Undang No
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara tegas dalam
melindungi korban tindak pidana cybercrime illegal content. (3) Upaya yang
dilakukan polrestabes bandung dalam menanggulangi adanya korban tindak pidana
cybercrime illegal content dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui upaya preventif
(pencegahan) serta dengan upaya represif (penal), namun belum secara efektive
dapat menanggulangi tindak pidana cybercrime illegal content dikarenakan
berbagai hal diantaranya; alat yang dimiliki oleh aparat penegak hukum untuk
mengungkap kasus cybercrime masih sangat terbatas jumlah dan penggunaannya,
dan pelaku yang kerap menghilangkan barang bukti.
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